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Menimbang : a. bahwa untuk mengatur biaya yang ditanggung oleh    

mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonomi 

mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang 

membiayainya, perlu disusun biaya kuliah tunggal dan 

uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di 

lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan              

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Biaya 

Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan 

Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi,  

dan Pendidikan Tinggi; 

www.peraturan.go.id



2017, No.779 

 

-2- 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5500); 

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

14); 

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

889); 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa 

Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 

2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program 

Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 576); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN 

PENDIDIKAN TINGGI TENTANG BIAYA KULIAH TUNGGAL 

DAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI 

NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, 

TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN 

adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau 

diselenggarakan oleh Pemerintah.  

2. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya 

disingkat PTN Badan Hukum adalah PTN yang berstatus 

sebagai subyek hukum yang otonom. 

3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode 

pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan 

akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan 

vokasi. 

4. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT 

adalah keseluruhan biaya operasional yang terkait 

langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per 

semester pada program studi di PTN. 

5. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT 

adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa 

berdasarkan kemampuan ekonominya. 

6. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya 

disebut Pemimpin PTN adalah Rektor atau Direktur pada 

PTN. 

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di 

bidang pendidikan tinggi. 

 

Pasal 2 

(1) BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang 

dibebankan kepada masyarakat dan Pemerintah. 

(2) UKT ditetapkan dengan memperhatikan BKT. 
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